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Info Artikel Abstract

Cases of child sexual abuse in West Aceh have shown an alarming
increase, necessitating a community-based prevention strategy.
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Diterbitkan: 30-09-2025 This study aims to empower the local community in preventing

child sexual abuse through an educational and advocacy model
Keywords: grounded in local wisdom. The research employed a Participatory
Community

Action Research (PAR) approach, engaging community members in
problem identification, solution design, program implementation,
evaluation, and monitoring. Activities included a preliminary

Empowerment; Local
Wisdom; Sexual Abuse.

Kata Kunci: survey, the development of educational materials, and training
Kearl;fa"; Lokal; sessions for parents, teachers, and community leaders. The
Pemberdayaan educational component focused on strengthening understanding of

Masyarakat; Pelecehan .. .
Seks);al. sexual abuse through culturally and religiously contextualized

materials. Meanwhile, advocacy efforts included the dissemination
of child protection policies, legal counseling, culturally grounded
social campaigns through religious and traditional forums, and
facilitation of the integration of child protection issues into village
development planning. The findings revealed a significant increase
in public awareness of child sexual abuse, from 40% to 85%, and
an improvement in understanding reporting procedures, from 30%
to 80%. These results confirm that a community-based approach
rooted in local wisdom is effective in enhancing community
awareness of child protection and can serve as a sustainable model
for abuse prevention.

Abstrak

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat mengalami
peningkatan yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukan
strategi pencegahan berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan
untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah pelecehan
seksual melalui model edukasi dan advokasi berbasis kearifan
lokal. Metode yang digunakan adalah Participatory Action
Research (PAR), yang melibatkan masyarakat dalam proses
identifikasi masalah, perancangan solusi, implementasi program
dan evaluasi serta monitoring. Kegiatan dilakukan melalui survei
awal, penyusunan materi edukasi, serta pelatihan bagi orang tua,
guru, dan tokoh masyarakat. Edukasi difokuskan pada penguatan
pemahaman tentang pelecehan seksual melalui materi berbasis
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nilai budaya dan agama. Advokasi dilakukan dalam bentuk
sosialisasi kebijakan perlindungan anak, penyuluhan hukum,
kampanye sosial melalui forum keagamaan dan adat, serta
fasilitasi integrasi isu perlindungan anak ke dalam perencanaan
desa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kesadaran
masyarakat terkait pelecehan seksual dari 40% menjadi 85%,
serta peningkatan pemahaman prosedur pelaporan dari 30%

menjadi 80%. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan

This work is licensed under a berbasis komunitas dan Kkearifan lokal efektif dalam

Greative commons Attribution- meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan

License. anak, sehingga dapat menjadi model pencegahan yang
berkelanjutan.

Pendahuluan

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat menunjukkan peningkatan
yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari
berbagai lembaga perlindungan anak, jumlah kasus yang dilaporkan mengalami lonjakan
signifikan, mencerminkan permasalahan struktural dalam sistem perlindungan anak di
wilayah ini (Aulia, 2023). Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di
Indonesia mengalami peningkatan sebesar 20% dalam lima tahun terakhir (Husein et al.,
2024). Laporan tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus kekerasan
terhadap anak berkaitan dengan kekerasan seksual (Alfirdaus, 2024). Kasus-kasus ini
meliputi berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi seksual online hingga pemerkosaan.
Selain itu, media digital yang semakin berkembang tanpa pengawasan turut

berkontribusi terhadap meningkatnya eksploitasi anak melalui internet.
Trergogelecehan Seksual pada Anak di Indonesia dan Aceh (2022-2024)
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Data ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih
terdapat celah dalam sistem perlindungan yang perlu segera diatasi agar anak-anak tidak
lagi menjadi korban kejahatan seksual. Di Aceh, meskipun memiliki regulasi berbasis
syariat Islam yang ketat, fenomena ini tetap marak terjadi, menunjukkan bahwa
pendekatan hukum saja tidak cukup dalam mencegah pelecehan seksual pada anak
(Gemilang & Idris, 2024; Rizkal et al., 2023). Lemahnya pengawasan di tingkat keluarga,
sekolah, dan lingkungan sosial turut berkontribusi terhadap tingginya angka pelecehan

9 e-ISSN: 2962-6870, p-1SSN: 2962-5254


http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CATIMORE

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 4, No. 2, September, 2025, pp. 8 - 20
e-ISSN: 2962-6870, p-ISSN: 2962-5254

(Hidayat et al., 2024; Mahesa et al., 2025; Rao & Salamuddin, 2024). Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen
masyarakat secara aktif melalui model edukasi dan advokasi berbasis kearifan lokal.

Permasalahan utama dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh
Barat adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk dan dampak pelecehan
seksual. Banyak orang tua dan pendidik yang belum memahami bagaimana mengenali
tanda-tanda pelecehan atau cara melindungi anak-anak dari ancaman tersebut
(Puspasari & Pawitaningtyas, 2020; Setya et al,, 2024). Selain itu, masih ada anggapan
bahwa pendidikan seksual merupakan hal yang tabu untuk diajarkan kepada anak-anak,
sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dalam
melindungi diri. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dalam
menyediakan pendidikan preventif yang berbasis budaya lokal dan agama. Padahal,
pemahaman yang baik mengenai batasan tubuh dan interaksi yang sehat sangat penting
dalam membangun ketahanan anak terhadap risiko pelecehan seksual.

Faktor sosial dan budaya juga turut berperan dalam tingginya angka pelecehan
seksual terhadap anak. Budaya patriarki yang masih mengakar kuat sering kali
menyebabkan posisi anak, terutama anak perempuan, menjadi lebih rentan terhadap
eksploitasi (Susantri et al., 2023). Selain itu, stigma sosial terhadap korban sering kali
membuat mereka enggan melaporkan kasus yang dialami, sehingga pelaku tidak
mendapatkan hukuman yang setimpal dan bahkan dapat mengulangi perbuatannya
(Albaba, 2025; Ardean, 2023; Irawati & Putra, 2024). Akibatnya, banyak pelaku yang
tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dan berpotensi mengulangi perbuatannya.
Minimnya layanan pendampingan bagi korban juga menjadi kendala dalam memberikan
perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak-anak yang mengalami pelecehan.

Dalam konteks budaya Aceh, peran tokoh agama dan adat sangat berpengaruh
dalam kehidupan masyarakat. Tokoh-tokoh ini dapat berfungsi sebagai agen perubahan
dengan memberikan edukasi berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal mengenai
pencegahan pelecehan seksual (Aulia, 2023; Wahyuni & Trisna, 2023). Selain itu,
pendekatan berbasis komunitas yang menekankan pada norma dan nilai sosial yang kuat
dapat meningkatkan efektivitas advokasi dalam upaya perlindungan anak (Bustomi &
Shodikin, 2024; Efendi & Kasih, 2022). Melalui dakwah, pengajian, dan forum-forum
sosial, tokoh agama dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan anak-anak. Tokoh adat juga memiliki
peran strategis dalam memberikan sanksi sosial terhadap pelaku serta mendukung
rehabilitasi korban dengan pendekatan berbasis kearifan lokal (Bahri, 2024; Muhammad,
2023; Sahara et al.,, 2024). Dengan adanya keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat,
pemahaman dan kesadaran kolektif terhadap perlindungan anak dapat lebih mudah
diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui model edukasi dan advokasi
berbasis kearifan lokal menjadi strategi yang potensial dalam menciptakan lingkungan
yang lebih aman bagi anak-anak. Program-program intervensi berbasis komunitas yang
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mengedepankan nilai-nilai agama dan budaya perlu dikembangkan guna meningkatkan
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual. Selain itu,
peningkatan kapasitas orang tua, guru, dan pemimpin komunitas dalam memberikan
pendidikan seksual yang sesuai dengan norma budaya Aceh juga perlu diperkuat. Dengan
adanya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis kearifan lokal, diharapkan upaya
pencegahan pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Barat dapat lebih efektif dan
berkelanjutan.

Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research

(PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses

identifikasi masalah, perancangan solusi, serta implementasi program. Pendekatan ini

bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi

agen perubahan dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Pelaksanaan

kegiatan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a) Survey awal: Identifikasi pemahaman masyarakat
Tahap pertama melibatkan survei awal untuk memahami tingkat kesadaran dan
pemahaman masyarakat Gampong Cot Selamat terkait pelecehan seksual terhadap
anak. Survei ini melibatkan sebanyak 40 orang responden yang merupakan
perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, seperti orang tua, guru, tokoh agama,
dan perangkat desa. Pemilihan responden dilakukan secara purposive untuk
memastikan keterwakilan kelompok yang relevan dalam perlindungan anak. Data
yang diperoleh akan digunakan untuk menyusun materi pelatihan dan sosialisasi
yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Survei awal dilakukan untuk
mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Gampong Cot Selamat terkait
pelecehan seksual pada anak. Instrumen yang digunakan berupa angket pilihan
ganda sebanyak 15 butir, yang dikembangkan berdasarkan tiga domain utama: (1)
pemahaman tentang definisi dan bentuk pelecehan seksual, (2) faktor penyebab
dan tindakan pencegahan, serta (3) peran budaya dan agama dalam perlindungan
anak. Pertanyaan angket mencakup isu-isu penting seperti bentuk pelecehan
seksual (fisik, verbal, daring), usia rentan, jalur pelaporan, dan persepsi terhadap
keterlibatan tokoh adat dan agama. Angket ini menggunakan format tertutup dan
semi terbuka, dengan mayoritas item berupa pilihan ganda dan satu item terbuka
untuk saran. Validitas isi angket telah ditinjau melalui expert judgment oleh dua
akademisi yang berkompeten di bidang perlindungan anak dan pendidikan
masyarakat.
b) Penyusunan materi edukasi

Berdasarkan hasil survei dan diskusi, tim pengabdian akan menyusun materi
edukasi yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Aceh Barat.
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Materi ini akan berisi materi pencegahan pelecehan seksual, langkah-langkah

perlindungan anak, serta strategi advokasi berbasis komunitas.

c) Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan advokasi berbasis kearifan lokal

Pelatihan akan diberikan kepada orang tua, guru, serta tokoh masyarakat agar
mereka dapat menjadi agen perlindungan anak. Kegiatan ini akan dilakukan dalam
bentuk diskusi kelompok, simulasi kasus, serta pemutaran video edukasi yang
interaktif. Pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang berperan
dalam mendukung keberhasilan program. Dosen dan mahasiswa akan bertindak
sebagai fasilitator utama dalam pelatihan, dan pendampingan masyarakat. Dosen
akan berperan dalam menyusun materi pelatihan, memandu diskusi, serta
mengevaluasi efektivitas program, sementara mahasiswa akan terlibat dalam
survei lapangan, dokumentasi kegiatan, serta pendampingan masyarakat.

Selain pelatihan, kegiatan advokasi juga menjadi bagian penting dari program ini.

Advokasi dilakukan sebagai upaya untuk memengaruhi perubahan sosial dan

kebijakan di tingkat komunitas agar tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak.

Bentuk advokasi yang dilakukan meliputi: (1) sosialisasi kebijakan perlindungan

anak kepada perangkat gampong; (2) penyampaian materi hukum dan prosedur

pelaporan pelecehan seksual dalam pertemuan tokoh masyarakat dan agama; (3)

kampanye nilai perlindungan anak berbasis agama dan adat melalui ceramah

keagamaan, serta forum pengajian; dan (4) fasilitasi perumusan rencana kebijakan
desa agar isu perlindungan anak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Gampong. Kegiatan advokasi ini melibatkan tokoh agama, tokoh adat,

guruy, serta perangkat desa. Pelaksanaan advokasi difasilitasi oleh tim pengabdian

dengan pendekatan persuasif berbasis budaya, menggunakan media poster, dan
presentasi naratif dalam forum publik.
d) Evaluasi dan Monitoring

Penilaian efektivitas kegiatan dilakukan melalui wawancara dan pengisian angket

sebelum dan sesudah kegiatan.

Dengan adanya pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara
langsung, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang
berkelanjutan di Gampong Cot Selamat, Kabupaten Aceh Barat, sehingga anak-anak dapat
tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari pelecehan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
pelecehan seksual pada anak di Gampong Cot Selamat, Kabupaten Aceh Barat telah
menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan
masyarakat dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak. Berbagai pendekatan
yang dilakukan dalam program ini, mulai dari sosialisasi berbasis budaya dan agama
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hingga pelatihan bagi tokoh masyarakat, telah berhasil menciptakan perubahan sikap
dan pemahaman yang signifikan.

~ Gambar 1. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Krasan Seksual

Berdasarkan hasil angket yang disebarkan kepada peserta kegiatan diperoleh
respon positif dari masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi dalam kegiatan yang
diselenggarakan serta kesediaan mereka untuk mengintegrasikan edukasi pencegahan
pelecehan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap isu pelecehan seksual terhadap anak juga terlihat secara signifikan. Sebelum
program ini dilaksanakan, hanya 40% responden yang memahami bahwa pelecehan
seksual tidak selalu berbentuk kontak fisik dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk,
termasuk pelecehan verbal dan eksploitasi daring. Namun, setelah edukasi dilakukan,
berdasarkan hasil observasi angka ini meningkat menjadi 85%, menunjukkan efektivitas
pendekatan yang diterapkan dalam program ini. Selain itu, pemahaman masyarakat
tentang langkah-langkah pelaporan kasus pelecehan seksual juga meningkat dari 30%
sebelum program menjadi 80% setelah program berlangsung, menandakan bahwa
masyarakat kini lebih mengetahui jalur pelaporan yang tersedia serta pentingnya
mendukung korban.
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pelecehan seksual terhadap anak langkah pelaporan kasus pelecehan seksual

® Sebelum Kegiatan ™ Setelah Kegiatan

Gambar 2. Hasil Perolehan Angket
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Keberhasilan lain dari program ini adalah penyusunan dan penyebarluasan materi
edukasi pencegahan pelecehan seksual berbasis komunitas, yang telah disebarkan
kepada masyarakat, sekolah, serta perangkat desa di Gampong Cot Selamat. Materi ini
mencakup berbagai aspek penting, seperti definisi dan bentuk pelecehan seksual, tanda-
tanda pelecehan, strategi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas, serta prosedur
pelaporan dan advokasi bagi korban. Sebanyak 92% responden menyatakan bahwa
materi ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan secara berkelanjutan dalam sosialisasi
kepada masyarakat.

Meskipun pelaksanaan program menunjukkan capaian yang signifikan dalam
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu pelecehan seksual
pada anak, penerapan metode Participatory Action Research (PAR) tidak terlepas dari
berbagai tantangan di lapangan. Salah satu dinamika utama yang muncul adalah
resistensi awal dari sebagian masyarakat yang menganggap isu ini sebagai hal tabu untuk
dibicarakan secara terbuka. Selain itu, keterbatasan waktu akibat aktivitas harian
masyarakat, serta perbedaan pemahaman awal mengenai definisi dan bentuk pelecehan
seksual, menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan edukasi dan advokasi.
Keterlibatan tokoh adat dan agama yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan juga
menuntut pendekatan kultural yang sensitif dan menghargai struktur sosial yang
berlaku. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, tim pelaksana menerapkan
pendekatan personal, menyesuaikan jadwal kegiatan dengan ritme kehidupan
masyarakat, serta membangun komunikasi yang intensif dengan tokoh-tokoh kunci di
desa. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun rasa saling percaya dan mendorong
partisipasi aktif masyarakat sepanjang program berlangsung.
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Gambar 3. Materi Edukasi dan Advokasi Pencegahan Pelecehan Seksual

Selain edukasi dan penyusunan materi, pelaksanaan program ini juga mendorong
komitmen pemerintah gampong untuk lebih serius dalam menangani isu perlindungan
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anak. Dalam pelaksanaan kegiatan, pendekatan berbasis kearifan lokal diterapkan secara
nyata melalui pelibatan aktif tokoh adat dan tokoh agama sebagai fasilitator utama dalam
menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak. Nilai-nilai lokal seperti "meuadab"
(berakhlak baik), "meugoe hukum adat" (menjunjung hukum adat), serta prinsip menjaga
kehormatan keluarga digunakan sebagai dasar komunikasi edukatif kepada masyarakat.
Materi sosialisasi dan pelatihan dirancang agar selaras dengan norma budaya dan syariat
Islam yang berlaku di masyarakat Aceh Barat, seperti menggunakan kutipan ayat Al-
Qur’an dan hadis, serta contoh-contoh dari praktik kehidupan sehari-hari yang dianggap
bermoral tinggi dalam adat Aceh. Strategi ini terbukti efektif karena masyarakat merasa
bahwa pesan perlindungan anak tidak datang dari luar budaya mereka, tetapi justru
memperkuat nilai-nilai yang sudah mereka anut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak
hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat penerimaan masyarakat
terhadap isu perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Keuchik
selaku kepala desa dan perangkat gampong berjanji untuk mengintegrasikan program ini
ke dalam kebijakan desa agar keberlanjutan edukasi dan advokasi tetap terjaga. Salah
satu langkah konkret yang diambil adalah usulan untuk memasukkan program
perlindungan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, sehingga
alokasi dana desa dapat digunakan untuk mendukung sosialisasi dan kegiatan
perlindungan anak lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan
berbasis komunitas dan kearifan lokal dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap
anak terbukti efektif. Melalui keterlibatan tokoh agama, adat, serta pemangku kebijakan
lokal, program ini berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat dan mampu
meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan anak. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa edukasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal lebih mudah diterima
dibandingkan metode konvensional lainnya. Dukungan komunitas menjadi faktor kunci
dalam keberhasilan program ini. Kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dan
keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk perangkat desa, tenaga pendidik, serta
organisasi masyarakat, menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat.
Pembentukan kelompok advokasi desa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat
juga menjadi langkah konkret dalam memastikan program ini dapat berjalan secara
berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa, upaya
pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dapat terus dilakukan secara sistematis.

Meskipun program ini telah memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan
yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program. Salah satu tantangan utama
adalah adanya resistensi awal dari sebagian masyarakat yang menganggap pembahasan
isu pelecehan seksual sebagai sesuatu yang tabu. Selain itu, keterbatasan akses terhadap
layanan psikososial dan bantuan hukum bagi korban pelecehan masih menjadi hambatan
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yang perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membicarakan
isu ini secara terbuka tanpa stigma. Dari sisi kebijakan, diperlukan regulasi atau
peraturan desa yang mendukung pendidikan seksual yang aman dan berbasis budaya
sebagai bagian dari kurikulum sekolah dan program edukasi masyarakat. Regulasi ini
penting untuk memastikan bahwa edukasi perlindungan anak dapat terus berjalan
secara terstruktur dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak.
Dengan adanya peraturan desa yang jelas, program ini dapat lebih terintegrasi dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kebijakan sosial.

Sebagai langkah tindak lanjut, program ini perlu diperluas dan direplikasi di
wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Keberhasilan program di Gampong
Cot Selamat dapat dijadikan sebagai model bagi desa-desa lain di Kabupaten Aceh Barat
maupun daerah lainnya. Dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah,
lembaga sosial, serta masyarakat lokal, diharapkan pendekatan berbasis komunitas ini
dapat menjadi solusi yang efektif dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap anak
secara lebih luas. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat dalam
pencegahan pelecehan seksual pada anak di Aceh Barat tidak hanya memberikan manfaat
jangka pendek dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga memiliki potensi
untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan adanya dukungan yang
terus-menerus dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan
memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan
ramah anak di Gampong Cot Selamat dan sekitarnya.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program
"Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak di Aceh
Barat: Model Edukasi dan Advokasi Berbasis Kearifan Lokal" di Gampong Cot Selamat,
Kabupaten Aceh Barat. Kami mengapresiasi Pemerintah Gampong Cot Selamat atas
dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk fasilitas, kebijakan, maupun koordinasi
lapangan. Tanpa keterlibatan aktif dari pihak-pihak diatas, pelaksanaan program ini tidak
akan berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh agama,
tokoh adat, perangkat desa, serta masyarakat Gampong Cot Selamat yang telah menerima
dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta
advokasi perlindungan anak. Semangat dan keterbukaan masyarakat dalam mendukung
program ini menjadi faktor kunci keberhasilannya. Kami juga menyampaikan
penghargaan kepada seluruh tim pengabdian masyarakat, yang terdiri dari dosen,
mahasiswa, serta tenaga ahli yang telah bekerja keras dalam menyusun materi edukasi,
mengkoordinasikan kegiatan, serta melakukan pendampingan kepada masyarakat.
Dedikasi dan kerja sama tim telah membawa dampak nyata dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pelecehan seksual terhadap anak.
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Akhir kata, kami berharap program ini dapat menjadi langkah awal menuju
perlindungan anak yang lebih baik di Aceh Barat serta dapat direplikasi di daerah lain
yang menghadapi permasalahan serupa. Kami juga mengajak semua pihak untuk terus
berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari
kekerasan bagi anak-anak. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut
untuk program-program edukasi dan advokasi di masa mendatang.
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